SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/82 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Saudara Khanifudin, S.Sos selaku Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa
Keanggotaan Tahun 2024-2029 dari Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan telah ditetapkan sebagai terdakwa
dalam perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri
Kebumen yang terdaftar dalam Register Induk perkara
Nomor 142 /Pid.B/2025/PN Kbm;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten Dan Kota, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menjadi terdakwa dalam perkara
tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, serta sesuai surat Bupati
Kebumen Nomor 160/0944 tanggal 16 Maret 2026 perihal
Usulan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD
Kabupaten Kebumen dari Fraksi PDI Perjuangan atas
nama Khanifudin.S.Sos, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pemberhentian Sementara Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/101 Tahun
2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan sementara Saudara Khanifudin, S.Sos

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 dari Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan terhitung sejak tanggal
penetapan sebagai terdakwa sampai dengan adanya Putusan

Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
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1.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Tengah;

Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Bupati Kebumen;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Kabupaten Kebumen;

12. Saudara Khanifudin, S.Sos.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001
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